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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 





ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain  apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah   Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 







Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥa   an    
  Ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 






Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥa   an ali  atau 
     
Ā a dan garis di 
atas 
ي Kasrah dan    Ī i dan garis di 
atas 




ت ام : m ta 
ًمر : ram  
ميق : qīla 







4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭ  l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-ma īna  al-  ḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭ  l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
S a  a  atau tas  ī   an   alam sist m tulisan Arab dilambangkan dengan 
s bua  tan a tas  ī    ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : rabban  





قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „ uwwun 
Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ـــــؠ  , maka ia  itranslit rasi s p rti  uru  ma  a  m nja i ī. 
Contoh: 
يهع : „Ali  bukan „Ali   atau „Al   
يبرع : „Arabī  bukan „Arabi   atau „Arab   
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma‟ari a  . Dalam p  oman translit rasi ini, kata san an   itranslit rasi s p rti 
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
( - ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 








Aturan translit rasi  uru   amza  m nja i apostro    „    an a b rlaku ba i 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : s ai‟un 
ترما : umirtu 
  
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an   ari al-Qur‟ n , Al am ulilla ,  an munaqas a . Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓil l al-Qur‟ n 






 9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Alla ”  an   i a ului partik l s p rti  uru  jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍ  ilai    rasa nominal ,  itranslit rasi tanpa  uru   amza . 
Contoh: 
الله هيد     īnull    الله اب  bill   
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jal la , 
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 مهههنا ةمحر يف   um  ī raḥmatill   
 10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa m  Muḥamma un ill  rasūl 





Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila  i  al-Qur‟ n 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Far bī 
Al-Gaz lī 
Al-Munqiż min al-Ḋal l 
Jika nama r smi s s oran  m n  unakan kata Ibnu  anak  ari   an Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
Abū al-Walī  Muḥamma  ibn Rus  ,  itulis m nja i: Ibnu Rus  , Abū al-
Walī  Muḥamma   bukan: Rus  , Abū al-Walī  Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥ mi  Abū Zaī ,  itulis m nja i: Abū Zaī , Naṣr Ḥ mi   bukan: Zaī , 
Naṣr Ḥ mi  Abū . 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥ na ū wa ta‟ l  
saw.  : ṣallall  u „alai i wa sallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqara /2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 
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  Skripsi ini bertujuan untuk mengatahui: 1. Pengaruh syari’ah Islam dalam 
pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia? 2. Kendala penerapan syari’ah Islam dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia? 3. Penerapan syar’iah Islam dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia? 
Penyelesaian masalah tersebut, Penelitian ini termasuk dalam penelitian 
analisis komparatif yang umumnya didasarkan pada penelitian kepustakaan, dengan 
cara mengumpulkan data primer maupun sekunder atas obyek-obyek yang hendak 
diteliti dan diuji. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yang 
menjelaskan secara sistematis, normatif, dan akurat mengenai permasalahan dalam 
skripsi ini. 
Pengaruh pelaksanaan syari’ah Islam adalah seperti yang terjadi di daerah-daerah 
tertentu di Indonesia, sudah banyak yang menerbitkan perda yang bernuansa syari’ah. 
Dengan diterbitkannya perda-perda di berbagai daerah itu adalah gambaran sekaligus 
manifestasi dari pengaruh syari’ah Islam baik dalam bentuk gagasan maupun 
tindakan oleh para pemeluknya. 
Kendala dalam penerapan syari’ah Islam adalah masih buruknya image 
syari’ah Islam dimata masyarakat disebabkan pengaruh politik hukum Belanda yang 
masih membekas dan konflik akar rumput antara sesama umat Islam juga menjadi 
kendala terutama soal perbedaaan mazhab yang dianut masing-masing kubu. 
Sehingga, semakin hebat kendala seringkali semakin menunjukkan benarnya arah 
perjuangan, justru akan mengherankan jika penerapan syariah di Indonesia sepi dari 
kendala. 
Penerapan syari’ah Islam di Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, 
tentang Peradilan agama, Ibadah Haji pada tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 







PERAN POLITIK ISLAM DALAM PEMBENTUKAN 
 KETATANEGARAAN DI INDONESIA 
A.  Politik Islam dalam Dinamika Pembentukan Ketatanegaraan Indonesia 
Untuk menyajikan secara lebih jelas gagasan-gagasan politik Islam dan 
keterkaitan mereka dengan pembentukan negara yang berlandaskan Islam di dalam 
negara Indonesia. Maka dari itu, perlu dibahas teori-teori yang diajukan oleh para 
pemikir Muslim. Secara umum, pemikiran politik Muslim modern mengenai 
hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga teori 
utama. Pemikiran pertama, perpendirian bahwa negara dan agama tidak harus 
dipisahkan, karena Islam sebagai agama yang integral dan komprehensif mengatur 
baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukrawi. Menurut pandangan ini, tidak 
ada aspek dari aktivitas keseharian umat Islam, termasuk dalam pengelolahan  
negara, dapat dipisahkan dari agama. Oleh karena itu, konstitusi negara secara 
resmi harus didasarkan pada Islam. Teori ini didukung oleh, antara lain, Maulana 
A. A. A’la Maududi, Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb. Pembelaan mereka tentang 
kesatuan negara dan agama dimanifestasikan dalam politik bahwa Islam adalah al-
din wa al-daulah (agama dan negara). 
Menurut teori kedua, berpendirian negara dan agama harus dipisahkan, dan 
agama terbatas pada urusan-urusan pribadi. Harus tidak ada campur tangan agama 




Teori ketiga, perpendirian untuk megusulkan pemisahan resmi agama dan negara 
di mana konstitusi negara secara resmi tidak didasarkan pada Islam, namun negara 
tetap memberikan perhatian atau mengurusi persoalan-persoalan agama.1 Dengan 
kata lain, negara terlibat dalam masalah-masalah agama yang ada di dalam 
wilayahnya. Kemungkinan hubungan antara agama dan negara ini, mewakili 
pilihan-pilihan yang dapat menentukan semua karakteristik struktur sosial dan 
politik dari negara Islam. 
Khususnya teori yang pertama, yang disebutkan di atas, sangat kuat mewarnai 
pemikiran politik para pemimpin umat Islam Indonesia tahun 1945 maupun 
Majelis Konstituante 1956-1959, faksi nasionalis Islam memperjuangkan agar 
Islam digunakan sebagai dasar negara. Dalam hubungan ini, bahwa tidak ada 
indikasi bahwa pemikiran politik nasionalis Islam Indonesia tahun 1940 dan 1950 
dipengaruhi oleh gagasan-gagasan sekuler Kemal Attaturk. Juga tidak ada indikasi 
bahwa pemikiran politik kelompok nasionalis Islam Indonesia, ketika itu 
dipengaruhi oleh kecendurungan sekuler dari Ali Abd al-Raziq yang menetapkan 
bahwa khalifah al-Rasyidin, bukan rezim agama namun rezim keduniaan tanpa 
landasan agama. Abd al-Razid berpendapat bahwa meskipun mempunyai klaim 
terhadap kekuasaan, para khalifah tidak mungkin menggantikan Nabi, karena 
menurutnya, Nabi tidak pernah menjadi seorang raja, dan tidak pernah berupaya 
                                                             
1
 Munawir Sjadzali, Islam dan tata Negara: ajaran, sejarah, pemikiran (Jakarta: UI-Pres, 
1990), h. 1-2. 
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membangun pemerintahan atau negara; Dia semata-mata seorang utusan yang 
dikirim oleh Allah, dan tak pernah menjadi pemimpin politik. 
Menurut Abd al-Raziq, kekhalifahan tidak mempunyai landasan baik dalam 
al-Qur’an maupun al-Sunnah, karena tidak ada dalil khusus mengenai persoalan 
ini dalam sumber-sumber tersebut. Lebih khusus lagi, menurutnya, secara jelas 
tidak ada rujukan baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah bagi umat Islam untuk 
membangun sebuah sistem politik, karena sistem semacam itu merupakan sebuah 
persoalan temporal dan bukan bersifat keagamaan. Dengan argumen ini, pada 
dasarnya Abd al-Razid ingin menegeskan bahwa Islam tidak menentukan rezim 
tertentu, dan tidak memaksa umat Islam untuk mengikuti sistem tertentu dari 
pemerintahan yang ada, tetapi Islam memberikan kebebasan yang penuh untuk 
mengatur negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi dimana 
kita berada dengan pertimbangan penbangunan sosial kita butuhkan.
2
 
Hal ini, ketika dipertimbangkan faktor-faktor di atas, dinamika antara 
nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam sidang BPUPKI dapat diperkirakan 
sejak awal. Pada tangal 31 Mei 1945 Soepomo mengatakan bahwa tujuan umat 
Islam adalah mendirikan negara berdasarkan Islam, sementara nasionalis sekuler 
yang didukung oleh Muhammad Hatta mengusulkan bentuk negara Indonesia 
sebagai kesatuan nasional yang akan memisahkan negara dan agama. Seopomo 
kemudian mendukung gagasan Muhammad Hatta untuk mendirikan negara 
                                                             
2
 Faisal Ismail, Ideologi Hegomoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketatanegaraan Kreatif 
Islam dan Pancasila (Cet. I;  Yokyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 38-39. 
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kesatuan nasional di Indonesia, dengan alasan bahwa, membuat negara Islam di 
Indonesia dapat berarti kita tidak membuat negara kesatuan. Membuat negara 
Islam di Indonesia dapat berarti menbangun negara yang hanya terkait dengan 
kelompok terbesar, kelompok Islam. Jika Indonesia sebagai negara Islam, maka 
sudah pasti persoalan minoritas itu kemudian muncul, persoalan tentang 
kelompok-kelompok kecil agama, kelompok Kristen dan yang lainnya. Meskipun 
negara yang akan menjalin kepentingan-kepintingan kelompok lain sebaik 
mungkin, kelompok-kelompok kecil ini sudah tentu tidak dapat merasakan 
keterlibatannya dalam negara. Karena itu, cita-cita negara Islam tidak sesuai 
dengan cita-cita negara kesatuan yang kita dambakan bersama. 
Meskipun demikian, ia kemudian menegaskan bahwa, negara kesatuan 
nasional tidak berarti sebuah negara dengan karakter keagamaan. Tidak, negara 
kesatuan nasional ini, akan berlandaskan moral yang agung seperti juga yang di 
dukung oleh Islam, nasionalis Islam menolak dengan setegas-tegasnya gagasan 
dari nasionalis sekuler untuk kemudian membangun negara Indonesia dimana 
agama dan negara dipisahkan.
3
 
Peryataan nasionalis Islam adalah karena adanya tujuan untuk menerapkan 
syari’ah Islam secara efektif di segenap penjuru wilayah. Ki Bagus Hadikusumo 
adalah salah satu seorang wakil kelompok nasionalis Islam yang paling vokal 
dalam BPUPKI yang membela Islam sebagai dasar negara dan menolak nasionalis 
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sekuler untuk memisahkan negara dan agama. Ia berpendapat berdirinya negara 
yang berdasarkan Islam di Indonesia memungkinkan komunitas Muslim untuk 
menerapkan syari’ah Islam secara penuh. Kemudian K. H Ahmad Sanusi 
berpendapat bahwa dalam al-Qur’an tidak hanya mengatur urusan dunia namun 
juga urusan akhirat, ketetapan yang harus digunakan untuk mengatur negara dan 
agama. Dia menunjutkan bahwa hanya 600 dari 6000 ayat al-Qur’an yang 
berkaitan dengan kewajiban-kewajiban akhirat, sementara itu kebanyakan ayat al-
Qur’an berkaitan dengan politik dan persoalan-persoalan dunia. 
Pada sisi yang lain, nasionalis sekuler menolak seruan nasionalis Islam untuk 
mendirikan negara berdasarkan Islam di Indonesia. Soepomo, sebagai mana 
dituliskan diatas, secara tegas menolak gagasan pendirian negara Islam dalam 
Indonesia, sekalipun dia mengakui kesempurnaan ajaran Islam. Dia menjelaskan 
bahwa Indonesia tidak sama dengan negara-negara yang berdasarkan Islam seperti 
Arab Saudi, Iran, Mesir, karena Indonesia menpunyai karakter khusus dari segi 
penduduk, budaya, sejarah dan kondisi geografisnya.
4
 
B. Politik Islam dan Piagam Jakarta 
Dinamika antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler mengenai masalah 
landasan falsafah negara tetap tegan dan belum terselesaikan sampai Soekarno 
menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, di mana dia menawarkan 
Pancasila. Bahwa dalam Pancasila Soekarno, sila Ketuhanan diletakkan sebagai 
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sila kelima. Dengan demikian Soekarno tidak menjadikan sila Ketuhanan sebagai 
sumber moral bagi sila-sila yang lain. Lebih dari itu, bagi Soekarno Pancasila 
dapat disarikan menjadi Trisila, yakni: Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi dan 
Ketuhanan. Bahkan sila yang terakhir ini dapat diperas menjadi Ekasila dalam 
bentuk Gotong Royong. Dalam perasaan yang terakhir ini, sila Ketuhanan telah 
menghilang. Sudah barang tentu teori tipikal ini dipadang tidak masuk akal oleh 
setiap umat Islam yang sadar akan ajaran agamannya. Itulah sebabnya mereka 
berusaha melakukan modifikasi terhadap rumusan Pancasila Sukarno.
5
 
Setelah pidato bersejarah Soekarno, sebuah Komisi Kecil (juga dikenal 
sebagai Komisi Sembilan), dibentuk yang beranggotakan sembilan tokoh: 
Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebardjo, A. A. Maramis dan Muhammad 
Yamin, yang mewakili nasionalis sekuler, Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, 
Abikusno Tjokrosujoso dan Abdul Wahid Hasjim, mewakili nasionalis Islam. Hal 
yang penting dicacat disini, bahwa A. A. Maramis adalah satu-satunya orang 
Kristen dalam nasionalis sekuler, sementara yang lainnya adalah Islam. Para wakil 
dari nasionalis Islam dan nasionalis sekuler, setelah berdebat panjang dan seru, 
mengasilkan komporomi politik bersejarah, dalam bentuk yang oleh Yanin 
dinamakan Piagam Jakarta. Dalam Piagam ini, Pancasila versi Soekarno 
dirumuskan kembali sebagai berikut: 
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1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’ah Islam bagi pemeluk-
pemeluknya 
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
3. Persatuan Indonesia 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyaratan 
perwakilan 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia6  
Ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 oleh sembilan pemimpin yang 
tersebut di atas, Piagam Jakarta dimaksudkan sebagai rancangan Pembukaan UUD 
negara yang baru. Dari rumusan ini, jelas bahwa susunan prinsip-prinsip Pancasila 
yang baru dimodifikasi telah berubah. Pengaruh wakil-wakil nasionalis Islam 
dalam komisi tersebut sangat jelas. Ini dapat diliat dari kenyataan bahwa 
reformulasinya merefleksikan inti semangat doktrin Islam. 
Rumusan Pancasila yang baru ini sudah barang tentu memuaskan nasionalis 
Islam karena prinsip Ketuhanan ditempatkan pada urutan pertama dan diperluas 
dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syari’ah Islam bagi pemeluk-
pemeluknya. Kalimat yang Islam ini, umat Islam Indonesia memperoleh posisi 
efektif yang kemudian memungkinkan mereka untuk menerapkan syari’ah Islam 
bagi komunitasnya dalam negara Indonesia. 
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Dalam pandangan nasionalis Islam harus mendapatkan dasar konstitusi yang 
jelas sesuai dengan aspirasi umat politik dan agama umat Islam, karena “ 
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’ah Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” menurut pendapat umat Islam hanya akan diberlakukan  bagi umat 
Islam, dan tidak bagi agama yang lain, mereka merasa kalimat ini sesuai dengan 
ajaran Islam karena tidak akan melukai dan menggangu hak-hak agama yang lain, 
dengan kata lain, umat Islam tetap menjalankan atau melakukan ibadah dalam 
batas-batas toleransi agama terhadap agama yang lain, dengan tidak memaksakan 
keimanan  dan ajaran mereka pada yang lain.
7
 Posisi umat Islam Indonesa ketika 
itu dianggap sama dengan posisi Nabi Muhammad ketika dia menbangun 
komunitas Islam di Madinah. Ketika itu umat Islam sangat toleran terhadap semua 
kelompok agama seperti Yahudi dan Arab non –Muslim Arab di bawah naungan 
Piagam Madinah yang telah mereka sepakati.
8
 Sebagaimana Allah berfirman 
dalam QS Al-Baqarah/2: 256. 
                          
                       
Terjemahannya:  
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Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesunggunya telah jelas 
(berbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa 
ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah 
berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha 
mendengar, maha mengetahui.9 
 
Sementara itu, kalimat “ Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’ah 
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tetap menjadi cita-cita umat Islam, tetapi terkait 
dengan kaidah-kaidah penerapannya itu kemudian belum efektif. Pada saat itu 
nasonalis sekuler dari Kristen merasa keberatan. Pada tanggal 11 Juli 1945, 
Latuharhary seorang Kristen yang setia dari anggota BPUPKI, mengekspesikan 
keberatannya dengan mengatakan kalimat Islamis tersebut memberatkan agama-
agama yang lain. 
Piagam Jakarta adalah hasil dari kompromi politik atau antara nasionalis 
sekuler dan nasionalis Islam. karena itu, jika kalimat islamis dikeluarkan dari 
Piagam Jakarta tersebut tidak akan diterima oleh umat Islam. Dia juga membujuk 
kalangan Kristen seperti Latuharhary dan Maramis untuk menggorbankan 
keberatan mereka  demi persatuan bangsa, dengan menerima Piagam Jakarta. Pada 
tanggal 16 Juli 1945, Piagam Jakarta diterima secara bulat maka oleh nasionalis 
sekuler dan nasionalis Islam untuk digunakan sebagai rancang pembukaan UUD, 
bersama dengan rangcang batang tubuh UUD yang telah dirancan oleh komisi lain 
yang beranggotaan: Soepomo, Wongsonegoro, Soebardjo, Maranis dan Sukiman, 
penting menyebutkan di sini, bahwa kalimat “ Ketuhanan dengan kewajiban 
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menjalankan syari’ah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” juga diterapkan dalam 
pasal 29 dari rancangan batang tubuh UUD. 
Soekarno dan Hatta, atas nama rakyat Indonesia memproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Segera peristiwa 
bersejarah ini, PPKI (panitia persiapan kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk 
pada tanggal 7 Agustus 1945, dan diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta 
sebagai wakil ketuannya memulai tugas-tugasnya. Menjelang penbukaan sidang 
resmi pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan pengubahan 
rancangan perubahan UUD dan isinya, karena menerima keberatan yang keras atas 
kalimat ” Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’ah Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” dari nasionalis sekuler yang beragama Kristen dibagian Indonesia 
Timur. Mereka mengancam dari Republik Indonesia jika kalimat Ismamis tersebut 
tetap dipertahankan. Dalam mengadapi masalah yang serius ini,  Muhammad Hatta 
berinisiatif mengundang Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Kasman 
Singodimedjo dan Teuku Hasan dari Sumatra untuk mengadiri pertemuan 
perdahuluan guna menbahas masalah yang disebutkan di atas. Agar kita sebagai 
bangsa yang tidak terpecah belah, kita setuju untuk mengganti sebagian kalimat 
yang melukai perasaan dari nasionalis sekuler yang beragama Kristen dan 
mengantikannya dengan Ketuhanan yang Maha Esa. 
Mereka kemudian setuju untuk menbuang semua kalimat yang bersifat Islamis 
dalam perbukaan dan isi UUD. Perubahan fundamental isi UUD telah dilakukan. 
Pasal 29 berubah menjadi negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan 
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mengantikan ” Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’ah Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya”.10 
Sementara itu, Muhammad Hatta menyatakan pendapatnya kepada nasionalis 
Islam bahwa semangat Piagam Jakarta tidak bakalang hilang dengan 
dihapuskannya Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’ah Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya. Pangapusan kalimat Islamis yang dilakukan oleh nasionalis 
sekuler dimana nasionalis Islam merasa dikhianati. 
Sementara itu, Pancasila kemudian dijadikan sebagai dasar negara kesatuan, 
dalam hal ini, dimana Pancasila kemudian mengalami berbagai perubahan 
mengenai UUD. Dalam pembukaan UUD 1945 berlaku 18-08-1945 samapai 27-
12-1949, kedua, UUDS RIS (Republik Indonesia Serikat)  terdiri dari 16 negara 
bagian, hal yang paling penting untuk Republik Indonesia Serikat yang hanya 
memerintah sebagian Jawa dan Sumatra, dengan Ibu Kotanya yakni negara-negara 
Sumatra Timur, Sumatra Utara, Pasundan dan Indonesia Timur. UUDS baru ini 
kemudian mengasahkan Kabinet Parlementer. dalam Pembukaan UUDS sementara 
yang kemudian diberlakukan 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1995, RIS, Pada 
tanggal tangal 5 Juni 1959 UUD 1959 diganti dengan UUD 1945 yang kemudian 
diberlakukan secara tetap. Kenyataan ini menunjutkan bahwa Pancasila dalam 
UUD 1945 sebagai rumusan yang resmi, sementara itu, rumusan kedua Pancasila 
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dalam UUDS RIS tidak diakui, sekalian pun keduannya juga merupakan resmi 
pada masanya.  
Pada tahun 1949 Indonesia yang berdasarkan Pancasila mendapatkan 
perlawanan oleh umat Islam, seperti pemberontakan Darul Islam pada tahun 1950 
yang di pimpin oleh Kartosuwiryo, memberontak di Jawa Barat melawan 
pemerintahan Pusat. Resmi memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia, 
Kahar Muzakkar pada tahun 1952 di Sulawesi Selatan. Resmi memproklamirkan 
berdirnya negara Islam di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo dan Aceh dengan 
Daud Beeureueh pada tahun 1953 juga melawan pemerintah Pusat.
11
 
C. Peran politik Islam dan Pemilu 1955 
Pada tanggal 17 Nopember 1945 berdirilah Masyumi (Majelis Syura 
Muslimin Indonesia) sebagai satu-satunya politik bagi umat Islam Indonesia. 
Dalam anggaran dasar Masyumi dinyatakan bahwa partai baru itu bertujuan 
menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia dan agama Islam, dan melaksanakan 
cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.
12
  
Masyumi pada awal pembentukannya benar-benar merupakan massa kongkrit, 
seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Natsir salah seorang pemimpin partai 
ini, berpendapat bahwa Masyumi adalah rangka menyalurkan aspirasi politik umat 
Islam sebagai cerminan dari potensi yang sangat besar dan kongkrit, sementara itu, 
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Masyumi tebuka bagi semua umat Islam dan menerima keanggotaan baik secara 
kolektif maupun pribadi. Perjuangan utama partai Masyumi ialah terlaksananya 
ajaran Islam di dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan negara Rebuplik 
Indonesia, demi mendapatkan ridho Tuhan.
13
 
Segera sesudah peristiwa bersejarah ini banyak organisasi Muslim seperti 
Syarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdatul Ulama serta beberapa individu 
Muslim, secara antusias bergabung dengan Masyumi, sementara itu, persatuan 
politik umat Islam tidak berumur panjang, karena Syarikat Islam maupun 
Nahdlatul Ulama itu kemudian keluar dari barisan Masyumi, ini disebabkan 
karena ketidaksetujuan politik mereka terhadap para pemimpin-pemimpin 
Masyumi. 
Pada bulan  Juni 1947 dan bulan pada bulan April 1952, Syarikat Islam dan 
Najdlatul Ulama kemudian memproklamirkan diri sebagai partai politik yang 
terpisah dari Masyumi, sesudah penceraian politik ini, kemudian telah muncul 6 
partai yang giat bersaing dalam pemilihan pertama yang diselengarakan pada 
tanggal 29 September 1955, dengan hasil sebagai berikut: Masyumi memperoleh 
57 kursi (20,9 persen), NU memperoleh 45 kursi (18,4 persen), PSII memperoleh 8 
kursi (2,9 persen), Perti (Persatuan Tabiyah Islamiyah) memperoleh 4 kursi (1,3 
persen), PPTI (Partai Persatuan Tharikat Islam) mempeoleh 1 kursi (0,2 persen), 
AKUI (Aksi Kemenangan Umat Islam) mempeoleh 1 kursi (0,2 persen). Jumlah 
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kursi yang dimenangkan oleh eman partai Islam adalah 116 kursi (45 persen) dari 
kursi parlemen yang diperebutkan, sedangkan partai dari non-Islam sebagai 
berikut: PNI (Partai Nasional Indonesia)  memperoleh 57 kursi (22,3 persen), PKI 
(Partai Komunis Indonesia) memperoleh 39 kursi (16,4 persen), Parkindo (Partai 
Kristen Indonesia) memperoleh 8 kursi (2,6 persen), Partai Katolik memperoleh 6 
kursi (2,0 persen). Jumlah kursi yang diraih oleh setiap partai dalam Majelis 
Konstituante digandakan karena kersi di Parlemen dua kali lipat dari pada kursi di 
Majelis. 
Pada tahun 1955 yang kemudian dilaksanakan pada Kabinet Burhanuddin 
Harapan, dari Masyumi yang memperoleh 43,104,464 suara dari total penduduk 
77.987.879. dari jumlah penduduk yang berhak memilih. Berdasarkan hasil pemilu 
1955, tidak ada partai yang memenangkan sebagai mayoritas. Jadi, hasil pemilu 
1955 tidak memuaskan partai politik mana pun. Namun demikian, secera 
ideologis, kecenderungan politik utama di negara ini dapat diklasifikasi ke dalam 
tiga mainstren politik, pertama Islam, kedua Marxisme Sosialisme, ketiga 
Nasionalisme Sekuler. 
Sejauh yang menyangkut  peran politik Islam, hasil pemilihan umum 
memperlihatkan bahwa Islam sebagai kekuatan politik tidak dapat memperoleh 
separuh suara, apalagi mayoritas dari total jumlah kursi dari Parlemen yang 
diperebutkan, bahkan andai pun jumlah kursi yang dimenangkan Masyumi, NU, 
PSII, Perti, PPTI dan AKUI digabungkan bersama-sama. Diliat dari hasil pemilu 
1955, jelas bahwa kekuatan politik Islam baik di Parlemen dan Majelis Kostituante 
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kurang dominan, apalagi menentukan. Karena itu tidak mungkin bagi faksi 
nasionalis Islam berhasil memperjuangkan Islam sebagai dasar negara secara 
konstitusional. Namun demikian kemunduran ini tidak menyurutkan umat Islam 
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SYARIAH ISLAM DAN SISTEM KETATANEGARAN  
INDONESIA 
A.  Pengertian Syari’ah Islam 
Secara harfiyah, kata syari’ah dalam bahasa Arab berarti jalan yang harus 
diikuti.
1
 Allah berfirman dalam QS ‘Al Jasiyah/45: 18. 
                              
        
Terjemahannya: 
Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syari’ah 
(peraturan)dari agama itu, maka ikutilah (syari’ah itu) dan janganlah engkau 
ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengatahui.2 
 
Secara istilah syari’ah menurut Syikh Mahmud Syaltut, mengandung arti  
hukum-hukum tata aturan yang Allah syari’ahkan bagi hambanya untuk diikuti 
hubungan mereka sesama manusia.
3
 Menurut Manna al-Qathan, syari’ah berarti 
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Menurut Muhammad Ali at-Tahanuwi syari’ah ialah hukum-hukum Allah 
yang ditetapkan kepada hambanya, baik hukum yang berhungan dengan amaliyah 
hukum yang dimaksukkan kedalam ilmu fikih maupun hukum yang berhubungan 
dengan aqidah hukum yang dimasukkan kedalam ilmu kalam.
5
 Kemudian para 
ulama salaf mendefinisikan syari’ah dalam arti yang umum, yaitu syari’ah ialah 
hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang di bawah 
oleh salah seorang Nabinya baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara 
mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum cabang dan 
amalan dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fikih atau berhubungan dengan cara 
mengadakan kepercayaan yaitu yang disebut hukum-hukum pokok dan 




Sedangkan menurut fukaha (para ahli hukum Islam), Syari’ah berarti hukum 
yang ditetapkan oleh Allah SWT. Melalui rasulnya untuk hambanya agar mereka 
mentaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah (ibadah 
dan muamalah) dan yang berkaitan dengan akhlak, selanjutnya diliat dari segi 
hukum syari’ah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah SWT, yang 
wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dan akhlak, baik dalam 
                                                             
5 Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Haji Mas Agung,1989), h. 1. 
6 Hanafi , Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta Bulang Bintang, 1970), h. 7. 
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Ada pendapat yang menyatakan bahwa syari’ah identik dengan kandungan al-
Qur’an dan al-Hadits, atau dapat ditegaskan bahwa syari’ah itu tidak lain dari 
ajaran Islam secara keseluruhan yang disebut al-din seperti yang ditegaskan dalam 
ajaran Islam. Allah berfirman dalam QS ‘Al-Syura/42: 13. 
                             
              
Terjemahannya:  
Dia (Allah) telah mensyari’ahkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-
Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan 
apa yang telah kami wasiatkan keapda Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah 
agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di 
dalamnya.8 
 
Akan tetapi di kemudian hari, pengertian syari’ah Islam dipahami secara 
terbatas dalam arti fikih dan hukum Islam. Hal ini setidaknya dikemukakan oleh 
Syaikh Mahmud Syaltut menulis buku yang secara tegas memisahkan antara 
akidah dan syari’ah, sebagaimana yang terkesan dari judul bukunya: al- Islam 
aqidah. Hal itu dimasudkannya bahwa syari’ah telah diberi arti sempit menyangkut 
hukum, di luar aqidah. Dengan demikian istilah syari’ah tidak lagi dipahami oleh 
                                                             
7 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar tata Hukum  Islam di Indonesia (Cet. VI; 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 41. 
8 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya ( Jakarta: 2015), h.485. 
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kebanyakan orang dalam arti luas bahkan sudah menjadi istilah yang identik 
dengan fikih atau hukum Islam. Meskipun demikian, kedua aspek tersebut, aqidah 
dan syari’ah tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, baik dalam bentuk 
pengalaman, maupun dalam dasar-dasar pemikiran yang berkembang mengenai 
dua aspek tersebut. 
Perkataan hukum berasal dari akar kata hakama yang berarti ‘mencegah atau 
menolak. Mencegah ketidakadilan, kezaliman serta penganiayaan disebut hukum, 
sehubungan dengan itu, maka para ulama ushul memandang segenap firman Allah 
yang berkenaan perbuataan manusia (orang-orang mukallah), yang sifatnya 
mencegah terjadinya kejahatan dan memerintahkan terwujutnya kemaslahatan, 
baik dalam tuntutan atau berupa pilihan, maupun dalam hubungan antara satu 
perbuatan dengan yang lain semua itu disebut hukum. 
Istilah lain dari hukum Islam adalah  al-ta’rifat, fikih menurut bahasa, bararti 
paham mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik.
9
 Perkataan fikih 
dijumpai dalam al-Qur’an dengan kata nafqah, yafqah, tafqahun, yafqahun, 
yatafaqqah, yang disebut tidak kurang dalam dua puluh ayat. Akan tetapi kata 
yang langsung mengaitannya dengan pengetahuan agama. Allah berfirman dalam 
QS Al-Tawbah/9: 122. 
                                                             
9
Abu al-Hasan Ahmad Fasir bin Zakariya, Mu’jam Maqayis al-Lughah (Mesir: Mushthafa al-
Halabi, 19970), h. 442. 
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                              
                        
Terjemahannya: 
Dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu  semua pergi (ke 
medan perang). Mengapa sebagian dari setiap  golongan di antara mereka tidak 
pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apalagi mereka telah kembali, agar mereka dapat 
menjaga dirinya.10 
 
Menurut istilah, fikih ialah ilmu tentang hukum-hukum Islam yang mengenai 
perbuatan dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci, fikih adalah ilmu yang 




Dari kutipan tersebut diketahui bahwa lapangan syari’ah lebih luas dari 
lapangan hukum dan fikih, karena lapangan syari’ah adalah apa yang tercakup 
dalam ilmu kalam, ilmu akhlak dan ilmu fikih. Atau dengan kata lain hukum dan 
fikih adalah sebagian dari kandungan syari’ah. Hukum serta fikih dapat berubah-
ubah sesuai denagan perkembangan zaman, berbeda dengan syari’ah yang bersifat 
absolut, universal, abadi dan berlaku sepanjang zaman. dalam penelitian ini istilah 
syari’ah, hukum dan fikih digunakan arti yang sama, yaitu; tatanan sistem secara 
totalitas. 
                                                             
10 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya ( Jakarta: 2015), h.207. 
11 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-fiqih (Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 6. 
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B.  Sistem Syari’ah Islam dan Asas Penerapannya 
  Syari’ah Islam berasal dari Allah SWT. Karena itu, syari’ah Islam diturunkan 
juga mempunyai suatu sistem. Artinya hukum-hukum yang dikandung syari’ah 
Islam itu tunduk pada suatu landasan dan tujuan, sehingga ketentuannya pun 
seragam tidak bertantangan antara satu dengan lainnya. Allah berfirman dalam QS 
‘Al-Nisa/4: 82 
                                 
Terjemahannya: 
Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) Al-Qur’an? Sekiranya (al-
Qur’an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang 
bertentangan di dalamnya.12 
 
Bertolak dari sinilah maka dalam metodologi pemahaman syari’ah dikenal 
sejumlah kaidah yang dalam al-Qur’an maupun dalam al-hadits atau ayat al-
Qur’an dan al-Hadits tertentu. Kaidah-kaidah itu ialah: al-Nasikh wa al-Mansukh 
al-Am wa al-Khas al-Mutlaq wa al-Muqayyad. Semuanya menyelaraskan antara 
dua teks syari’ah yang sepintas berbeda secara lahir. Prinsip kesatuan sistem 
syari’ah Islam menjadikan dalil-dalil syari’ah itu sendiri berada dalam jalinan yang 
utuh, tidak terpisahkan, serta dalil yang satu berfungsi sebagai penjelasan bagi 
dalil yang lain. Artinya, ayat-ayat al-Qur’an mendapatkan penjelasan dari ayat-
ayat lainnya, atau penjelasan hadits-hadits Rasulullah karena itu, mustahil terdapat 
                                                             
12




ayat yang kandungannya bertantangan dengan ayat-ayat lain. Bahkan, untuk 
memahami kandungan al-Qur’an perlu dilakukan pengkajian secara induktif, 
sebab ayat-ayat al-Qur’an tak dapat dipahami secara parsial. 
Misalnya, perintah melakukan shalat. Perintah itu meskipun sudah diyakini 
kebenarannya dalil wajibnya shalat tetap zhanny, tidak memberi pengertian yang 
jelas, selama ayat itu sendiri. Pengertiannya nanti menjadi jelas setelah 
mendapatkan keterangan dalil-dalil lain, misalnya tata cara melakukan shalat 
dijelaskan oleh hadits-hadits Nabi, dan kenyataan bahwa Nabi SAW. Sendiri tidak 
pernah meninggalkan shalat, semua itu mendukung dalil tentang wajib shalat, 
menjadi jelas, kuat dan pasti. 
Dengan demikian, kadungan al-Sunnah mesti sesuai dengan maksud al-
Qur’an, sebab al-Sunnah, itu sendiri tidak lain dari pada penjelasan isi al-Qur’an. 
Berdasarkan itulah, maka sejak zaman sahabat hingga sekarang, jumhur umat telah 
menjadikan al-Sunnah sebagai sumber kedua bagi syari’ah Islam sesudah al-
Qur’an. Dan sumber itu kemudian disebut sebagai al-Nusus al-Syariyah (teks-teks 
syari’ah). Sehubungan dengan itu patut pula kita perhatikan pernyataan Syafii 
bahwa al-Sunnah Rasulullah itu pada hakikatnya diterima dari Allah dan karena 
itu barang siapa yang taat kepada al-Sunnah berarti taat kepada al-Qur’an tidak ada 
satu pun informasi syari’ah yang ditentukan Allah atas hambanya dalam bentuk 
tekstual yang konkrit kecuali al-Qur’an kemudian al-Sunnah.13 
                                                             
13
 Syamsuddin Rajab, Syari’ah Islam dalam Negara Hukum (Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Pres, 2011), h. 21-23. 
24 
 
Dalam pelaksanaan syari’ah Islam, terdapat tiga asas yang disepakati oleh 
para ahli ushul, yaitu bahwa syari’ah Islam tidak memberatkan dan tidak 
mempersempit, syari’ah Islam tidak kemudian memperbanyak tuntutan, dan 
syari’ah Islam dilaksanakan secara bertahap. Disini akan dikemukakan ketiga asas 
sebagai berikut: 
1. Asas tidak memberatkan 
Bahwa segenap ajaran Islam tidak akan memberatkan manusia dalam 
pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena syari’ah Islam selalu 
mempertimbangkan berbagai faktor yang memungkinkan umat manusia 
melaksanakannya, terutama faktor kemanpuan. Allah berfirman dalam QS 
‘Al Hajj/22: 78. 
             
Terjemahannya: 
Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.14 
 
Berdasarkan itu, maka segenap amal yang diperintahkan syari’ah Islam selalu 
disertai dengan kemampuan bagi orang mukallaf. Mereka yang tidak memiliki 
kemampun menunaikan suatu perintah akan terbatas dari kewajiban itu dan tidak 
dibebankan tanggung jawab sedikitpun atasnya. Orang sakit misalnya dibebaskan 
dari kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, orang yang tidak berkecukupan 
                                                             





dibebaskan dari kewajiban membayar zakat dan menunaikan haji, orang yang 
terpaksa karena kelaparan dibebaskan dari dosa memakan daging babi, dan banyak 
lagi hal lain yang menunjutkan bahwa syari’ah Islam benar-benar tidak 
menghendaki kesulitan. Berdasarkan atas prinsip inilah maka dalam ushul fikih 
lahir ketentuan yang merupakan jalan kemudahan bagi tiap tiap orang yang 
mengalami kesulitan dalam beribadah. 
Seperti diketahui bahwa syari’ah Islam bertujuan mewujutkan kemaslahatan 
bagi manusia, sebab, salah satu aspek dalam kemaslahatan itu sendiri ialah 
terwujudnya kemudahan-kemudahan. Sekiranya syari’ah Islam mengandung 
berbagai kesulitan atau memberikan kehidupan manusia mengalami kesulitan, 
niscaya syari’ah Islam itu sendiri kehilangan misinya untuk menwujudkan 
kemaslahatan bagi manusia. Bukankah Allah sendiri, sebagai pencipta syari’ah, 
memiliki kasih sayang dan bukankah ini berarti pula bahwa segenap perintah dan 
larangnya adalah rahmat bagi alam semesta, khususnya bagi manusia. Dan jika 
demikian, maka syari’ah tak akan pernah menyulikkan manusia. 
Lebih dari itu, syari’ah merupakan pedoman hidup yang jika ditaati perintah 
dan larangnya, manusia terbebas dari hal-hal yang merusak dan merugikan 
hidupnya. Itulah sebabnya mengapa kandungan syari’ah Islam selalu bertantangan 
dengan selera nafsu manusia. Artinya syari’ah Islam mengarahkan manusia untuk 
dapat mengendalikan nafsunya dan bukannya nafsu yang menguasai dirinya. 
Namun dalam hal ini syari’ah Islam tidak berarti akan mematikan nafsu, melaikan 
membiarkan nafsu itu bekerja secara proposional agar memberi maanfaat bagi 
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kehidupan. Potensi nafsu memberi manfaat dalam batas tertentu, tetapi jika 
dibiarkan tanpa kendali maka nafsu akan tampil akan sifat-sifatnya yang merusak. 
Allah berfirman dalam QS ‘Al Yusuf/12: 53. 
               
Terjemahannya: 
Sesungguhnya nafsu itu  selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) 
yang diberi rahmat oleh Tuhanku.15  
 
2. Asas tidak Memperbanyak beban 
 
Sejalan dengan asas pertama di atas, syari’ah Islam tidak mempunyai 
banyak tuntutan atas manusia. Syari’ah Islam datang demi kepentingan 
manusia, bukan untuk mengekspolitasi mereka. Karena mereka itu 
tuntutan-tuntutan syari’ah Islam tidak lebih dari batas kewajaran yang 
menurut kadarnya akan memberi manfaat bagi kemaslahatan. Dengan 
demikian, syari’ah Islam tidak akan memberi perintah dan larangan yang 
dapat merugikan atau menbahayakan manusia. Ibadah-ibadah yang 
diperintahkan Tuhan tidak pernah melebihi kemampuan manusia itu 
sendiri. Allah berfirman dalam QS ‘Al Baqarah/2: 286. 
           
 
                                                             




Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya.16 
 
Karena itu ketika seorang sahabat berniat untuk shalat terus menerus dan tidak 
menghiraukan tidur malam, dan ketika sahabat lain menyatakan hasrat untuk tidak 
kawin seumur hidup demi memperbanyak ibadah sementara yang lain berniat 






Apakah kalian mengatakan begitu dan begini?. Adapun Aku (kata Nabi), demi 
Allah, Aku lebih takut dan lebih taqwa kepada Allah, ketimbang kamu sekalian, 
namunaku berpuasa dan juga berbuka, aku bersalat dan juga istirahat, dan 
mengawini wanita, maka barang siapa menyimpang dari sunnahku, ia bukan dari 
golonganku.17 
 
Bertolak dari prinsip ini, seseorang tidak dibenarkan melakukan suatu ibadah 
yang direkayasa sendiri tanpah perintah Allah. Bukan hanya karena manusia tidak 
berhak mengada-ada suatu ibadah, tapi juga karena pada prinsipnya syari’ah Islam 
tidak mau membebani manusia melebihi apa yang telah ditentukan Allah sendiri. 
Seorang sahabat Nabi pernah mencoba melakukan puasa yang dirangkaikan 
dengan berjumur di terik matahari. Ketika Nabi melihatnya, dan memperoleh 
informasi bahwa yang bersangkutan melakukan ibadah tersebut berdasarkan nazar 
                                                             
16 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya ( Jakarta: 2015), h.50. 
17 Hamka Haq, Syari’ah Islam: Wacana dan Penerapannya (Ujung Pandang: Al-Ahkan,  
2001), h. 63-64. 
 
 َو ُوَاَنا َو يِّهَُصا َو ُزِطُْفا َو ُوْوَُصا ّينِكن .اَذَك َو اَذَك اُْونَاق ٍواَوَْقا ُلَاب اَيِيتَّنُس ْنَع َبِغَر ْن ًَ َف ،َءاَّسننا ُج َّوََزَتا  
و دًحا .ّينِي َسَْيَهف ىهسي و ىراخبنا  
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yang telah diucapkannya, maka beliau pun dengan tegas meminta orang-orang di 
sampingnya untuk mencegahnya berjumur di terik matahari dan membiarkan 
puasanya. 
Hal ini berarti bahwa berjumur di terik matahari tidak dapat bernilai ibadah  
karena merugikan manusia, apalagi hal ini hanya direkayasa tanpa perintah 
syari’ah. 
3. Asas Bertahap 
Erat kaitannya dengan asas pertama dan kedua, maka penerapan 
syari’ah Islam berlaku secara bertahap, tidak secara drastis dan sekaligus. al-
Qur’an sendiri pun sedikit demi sedikit sampai lengkap dengan segenap 
surah dan ayat-ayatnya selama sekitar sekitar 22 tahun. Salah satu 
hikmahnya ialah guna mempermantap bacaan dan mempermudah hapalan 
Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Lebih dari itu juga dimaksudkan 
agar kandungan al-Qur’an mudah dihayati dan mudah diamalkan secara 
bertahap pula sampai kepuncak kesempurnaan. Allah berfirman dalam QS 
‘Al Maidah/5: 3. 
                          
Terjemahannya: 
Pada hari ini telah Aku kusempurnakan  agamamu untukmu,  dan telah Aku 
ridai Islam sebagai sebagai agamamu.18 
                                                             




Salah satu kasus yang paling sering dijadiakan contoh menyangkut asas 
bertahap ini ialah larangan minum khamar. Khamar dilarang tidak seketika, tetapi 
tiga tahap. Tahap pertama ketika Allah memunjutkan bahwa khamar itu 
mengandung lebih banyak dosa dari pada manfaatnya. Hal ini ditinjutkan oleh al-
Qur’an, tatkala orang-orang Arab bertanya kepada Nabi tentang khamar dan judi. 
Allah berfirman dalam QS ‘Al Baqarah/2: 219 
                       
         
Terjemahannya: 
Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. 
Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaatnya bagi 
manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaanya.19  
 
 Pada tahap pertama ini, larangan minum khamar belum tegas, dan terkesan 
mentolerir kebiasaan minum khamar yang belum dapat ditinggalkan oleh sebagian 
sahabat. Akan tetapi, ketika ternyata kebiasaaan buruk itu mengganggu 
pelaksanaan shalat lima waktu, maka larangan tahap berikutnya pun datang lagi. 
Allah berfirman dalam QS ‘Al Nisa/4: 43. 
                       
                                                             




Wahai  orang yang  beriman, janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu 
dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan.20 
 
Larangan dalam ayat ini menyangkut mencampur aduk minum khamar dan 
shalat, masih menyisahkan kesan bahwa syari’ah masih membolehkan minum 
khamar sehingga masih saja terdapat sejumlah kecil sahabat meneruskan 
kebiasaanya minum khamar. Namun kebiasaan mereka itu akhirnya dikecam keras 
dengan datangnya larangan pada tahap ketiga, berupa penegasan dalam ayat yang 
berikut. Allah berfirman dalam QS ‘Al Maidah/5: 90. 
                          
                  
Terjemahannya:  
Wahai  orang-orang yang  beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, 
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah 
perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-
perbuatan)itu  agar kamu beruntung.21 
 
Kasus mengenai tahap-tahap larangan minum khamar ini juga dijadikan 
alasan oleh Khalifah Umar Ibn Abd al-Aziz, ketika ditanya oleh putranya, 
mengapa beliau tidak memberlakukan syari’ah Islam secara sekaligus dalam 
Khalifah kekuasaannya. Beliau menjawab, bahwa Allah mencela khamar sebanyak 
                                                             
20 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya ( Jakarta: 2015), h.86. 
21 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya ( Jakarta: 2015), h.124. 
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tiga kali, tapi nanti diharamkan olehnya pada tahap ketiganya. Aku khawatir, jika 
ajaran yang benar itu diterapkan secara drastis (tanpa tahapan) atas manusia, 









C. Syari’ah Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Suatu tinjauan 
Historis 
Hukum syari’ah masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke 
Indonesia, menurut sebagian kalangan, telah berlangsung sejak abad ke-7 atau ke-
8. Akses Islam ke dalam kawasan Nusantara dimulai dari bagian utara Pulau 
Sumatra. Di sinilah berdiri kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad 13, yakni 
Kerajaan Samadra Pasai yang terletak di wilayah Aceh Utara. Eksistensi kerajaan 
ini tentu didukung oleh masyarakat Muslim yang dalam keseharian mereka 
menjunjung tinggi aturan-aturan hukum syari’ah. Pada perkembangan selanjutnya 
tumbuh kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah di Nusantara, seperti 
Kesultanan Demak (di Pulau Jawa), kerajaan Gowa (di Sulawesi) dan Kerajaan 
Ternate-Tidore. Sebagai kerajaan Islam, tentu kesultanan-kesultanan tersebut 
                                                             
22 Hamka Haq, Syari’ah Islam: Wacana dan Penerapannya (Ujung Pandang: Al-Ahkan,  
2001), h. 63-64. 
23
 Diperoleh dari laman http://fiqhmenjawab.blogspot.co.id/2014/04/dalil-haramnya-khamr-
dan-sejenisnya.html. Diakses pada tanggal 06 April 2017, pkl. 22.04.  
واَزَح ٍز ًْ َخ ُّمُكَو ، ٌز ًْ َخ ٍزِكْسُي ُّمُك 
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Sementara itu, hukum barat kemudian diperkenalkan oleh VOC pada awal 
abad 17. Pemerintah kolonial Belanda menjadikan VOC sebagai perpanjangan 
tangan pemerintahannya di kawasan Hindia Belanda. Di samping itu, fungsi yang 
paling utama sebagai organisasi perdagangan, VOC juga mewakili Belanda dalam 
menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Di sinilah hukum Barat digunakan 
sebagai aturan-aturan untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan, karena aturan-
aturan hukum Barat tidak sejalan dengan hukum yang sudah berlaku, sering 
menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Karena itu, pemerintah 
Belanda memberlakukan kebijakan yang sangat merugikan rakyat terutama yang 
sudah memberlakukan hukum syari’ah. Kebijakan ini kemudian dikenal sebagai 
teori receptie yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang kemudian 
dikembangkan oleh C. Van Vollenhoen dan Ter Haar Bzn. Pendapat ini 
mengaruskan pemberlakukan hukum syari’ah di kalangan masyarakat jika tidak 
bertantangan dengan hukum adat. Jika hukum syari’ah bertantangan dengan 
hukum adat, maka hukum syari’ah tidak boleh diberlakukan. Pendapat ini terasa 
                                                             
24 Marzuki, Hukum Islam: Prinsip Dasar Menahami Berbagai Konsep dan Permasalahan 




sangat merugikan umat Islam sekaligus menghambat perkembangan hukum 
syari’ah di Indonesia.25 
Sebelum hukum syari’ah masuk ke Indonesia, jauh sebelumnya masyarakat 
Indonesia menganut hukum adat. Sampai sekarang pun masih dikenal adanya 
hukum adat Jawa, Batak, Bugis dan lain-lain. Hal tersebut dipengaruhi oleh, 
Hindu-Budha. Dengan demikian, sejak era prakemerdekaan sudah tiga macam 
sistem hukum yang diberlakukan di Nusantara, yakni hukum adat, hukum syari’ah 
dan hukum Barat. Ketiga hukum tersebut kemudian dijadikan sebagai komponen 
utama pembentukan hukum nasional pada era pascakemerdekaan hingga saat ini. 
Sementara itu, secara perlahan tetapi pasti wilayah berlakunya hukum syari’ah 
dibatasi hingga hanya berlaku di bidang hukum keluarga, hal ini juga telah dialami 
pengadilan agama yang dibentuk oleh pemerintahan Hindia-Belanda pada tahun 
1882 yang memiliki kompensi absolut terhadap hukum perkawinan beserta hal 
yang kemudian terkait dengan  dan hukum kewarisan. Pada tahun 1982 kewenagan 
pengadilan agama,  di wilayah Jawa dan Madura terhadap kewarisan dicabut 
kemudian dialihkan ke pengadilan negeri. lebih tragis lagi pengadilan agama 
ditaruh di bawah pengadilan negeri, yang berarti keputusannya akan dapat 
dilaksanakan hanya jika telah dikukuhkan oleh ketua pengadilan negeri. Perubahan 
kebijakan ini terkait erat dengan dua teori tentang berlakunya hukum syari’ah di 
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 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya (Cet II: Bandung 
Rosdakarya, 1994), h.71-72. 
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Indonesia yang dikemukakan oleh para ahli hukum Belanda yang kemudian 
mendasari kebijakan yang diambil pemerintah Hindi-Belanda. 
Pada tahun 1882 kebijakan pemerintah didasarkan pada teori receptio in 
complexu yang dikemukakan oleh Van den Berg, sedangkan pada tahun 1937 yang 
dominan adalah teori receptie yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. 
Sungguh  kondisinya tidak menguntungkan, namun ada sesuatu yang tidak dapat 
dipungkiri, yakni fakta berlakunya hukum syari’ah di Indonesia. 
Ketika pemerintahan Belanda pergi dari Nusantara, maka bercokollah 
pemerintahan penjajahan Jepan hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Jika 
pemerintah Hindia-Belanda sangat merugikan umat Islam dan hukum syari’ah, 
pemerintah Jepan tidak demikian. Meskipun melanjutkan kebijakan pemerintahan 
selanjutnya, pemerintah Jepang berusaha menarik simpati umat Islam Indonesia 
dengan janji-janji seperti melindungi dan memajuhkan hukum syari’ah sebagai 
agama yang sudah mendara daging di kalangan mayoritas masyarakat Indonesia. 
Bahkan pada masa pemerintahan Jepang, tumbuh organisasi-organisasi Islam 
seperti Muhammadiyah dan NU, yang menjadi pusat-pusat pergerakan masyarakat 
Muslim. Pemerintah Jepang yang kemudian memfasilitasi berdirinya dua lembaga 
yang akhirnya dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara merdeka yang bebas 
dari pengaruh negara-negara yang lain, yaitu BPUPKI dan PPKI.
26
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Dengan di proklamasikannya kemerdekan Indonesia pada tahun 1945 
tumbuhlah harapan besar dari umat Islam bagi berlakunya hukum syari’ah secara 
lebih baik. Baik berbagai usaha ke arah itu juga di tempuh, seperti perjuangan 
melalui BPUPKI yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta di 
pandang sebagai bentuk kompromi antara golongan nasionalis Islam dan 
nasionalis sekuler. Merupakan bentuk asli, sebelum di ubah menjadi pembukaan 
UUD 1945. Dalam bentuk aslinya terdapat kalimat dengan kewajiban menjalankan 
syari’ah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian dari dasar kesepakatan 
secara historis sulit di pahami, kalimat tersebut di ubah dengan Ketuhanan Yang 
Maha Esa, dan berlaku hingga sampai sekarang. Dalam perjalanan sejarah Piagam 
Jakarta selalu di ungkit-ungkit kemungkinannya untuk dapat di berlakukan lagi, 
oleh sebagian kalangan umat Islam sebagaimana yang terjadi beberapa kali pada 
sidang-sidang MPR RI belakangan ini, adanya beberapa partai Islam yang 
menginginkan Piagam Jakarta di berlakukan lagi. Perjuangan di lanjutkan melalui 
sidang-sidang konstituante pada masa Orde Lama, dan di badan legislatif dan 
badan eksekutif pada masa Orde Baru. Pada masa pasca Orde Baru reformasi 
sekarang pun perjuangan tersebut terus di lakukan. Dalam pelaksanaan 
pemerintahan Orde baru, dapat terlihat diberlakukannya Undang-Undang No. 1 
tahun 1947 tentang perkawinan dan disusul Undang-Undang Peradilan agama No. 
7 tahun 1987, yang memberikan kedudukan status dan lembaga perdilan.
27
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 H. Hartono Marjdono, Menegakan Syari’ah Islam dalam konteks Keindonesian (Bandung: 
Mizan, 1985), h. 5. 
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Sementara itu, dalam sejarah dinamika hukum syari’ah dan proses 
transpormasi hukum Islam telah berjalan sinergis searah dengan dinamika politik 
Indonesia. Tiga fase hubungan antara Islam dan negara pada masa Orde baru yakni 
fase antagonistik yang bernuansa konflik, fase resiprokal kritis yang bernuansa 
struktualisasi Islam, dan fase akomodatif yang bernuansa armonisasi Islam dan 
negara, telah membuka pintu lebar bagi Islamisasi pranata sosial, budaya, politik, 
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PERAN POLITIK ISLAM DALAM PEMBENTUKAN 
 KETATANEGARAAN DI INDONESIA 
A.  Politik Islam dalam Dinamika Pembentukan Ketatanegaraan Indonesia 
Untuk menyajikan secara lebih jelas gagasan-gagasan politik Islam dan 
keterkaitan mereka dengan pembentukan negara yang berlandaskan Islam di dalam 
negara Indonesia. Maka dari itu, perlu dibahas teori-teori yang diajukan oleh para 
pemikir Muslim. Secara umum, pemikiran politik Muslim modern mengenai 
hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga teori 
utama. Pemikiran pertama, perpendirian bahwa negara dan agama tidak harus 
dipisahkan, karena Islam sebagai agama yang integral dan komprehensif mengatur 
baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukrawi. Menurut pandangan ini, tidak 
ada aspek dari aktivitas keseharian umat Islam, termasuk dalam pengelolahan  
negara, dapat dipisahkan dari agama. Oleh karena itu, konstitusi negara secara 
resmi harus didasarkan pada Islam. Teori ini didukung oleh, antara lain, Maulana 
A. A. A’la Maududi, Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb. Pembelaan mereka tentang 
kesatuan negara dan agama dimanifestasikan dalam politik bahwa Islam adalah al-
din wa al-daulah (agama dan negara). 
Menurut teori kedua, berpendirian negara dan agama harus dipisahkan, dan 
agama terbatas pada urusan-urusan pribadi. Harus tidak ada campur tangan agama 




Teori ketiga, perpendirian untuk megusulkan pemisahan resmi agama dan negara 
di mana konstitusi negara secara resmi tidak didasarkan pada Islam, namun negara 
tetap memberikan perhatian atau mengurusi persoalan-persoalan agama.1 Dengan 
kata lain, negara terlibat dalam masalah-masalah agama yang ada di dalam 
wilayahnya. Kemungkinan hubungan antara agama dan negara ini, mewakili 
pilihan-pilihan yang dapat menentukan semua karakteristik struktur sosial dan 
politik dari negara Islam. 
Khususnya teori yang pertama, yang disebutkan di atas, sangat kuat mewarnai 
pemikiran politik para pemimpin umat Islam Indonesia tahun 1945 maupun 
Majelis Konstituante 1956-1959, faksi nasionalis Islam memperjuangkan agar 
Islam digunakan sebagai dasar negara. Dalam hubungan ini, bahwa tidak ada 
indikasi bahwa pemikiran politik nasionalis Islam Indonesia tahun 1940 dan 1950 
dipengaruhi oleh gagasan-gagasan sekuler Kemal Attaturk. Juga tidak ada indikasi 
bahwa pemikiran politik kelompok nasionalis Islam Indonesia, ketika itu 
dipengaruhi oleh kecendurungan sekuler dari Ali Abd al-Raziq yang menetapkan 
bahwa khalifah al-Rasyidin, bukan rezim agama namun rezim keduniaan tanpa 
landasan agama. Abd al-Razid berpendapat bahwa meskipun mempunyai klaim 
terhadap kekuasaan, para khalifah tidak mungkin menggantikan Nabi, karena 
menurutnya, Nabi tidak pernah menjadi seorang raja, dan tidak pernah berupaya 
                                                             
1
 Munawir Sjadzali, Islam dan tata Negara: ajaran, sejarah, pemikiran (Jakarta: UI-Pres, 
1990), h. 1-2. 
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membangun pemerintahan atau negara; Dia semata-mata seorang utusan yang 
dikirim oleh Allah, dan tak pernah menjadi pemimpin politik. 
Menurut Abd al-Raziq, kekhalifahan tidak mempunyai landasan baik dalam 
al-Qur’an maupun al-Sunnah, karena tidak ada dalil khusus mengenai persoalan 
ini dalam sumber-sumber tersebut. Lebih khusus lagi, menurutnya, secara jelas 
tidak ada rujukan baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah bagi umat Islam untuk 
membangun sebuah sistem politik, karena sistem semacam itu merupakan sebuah 
persoalan temporal dan bukan bersifat keagamaan. Dengan argumen ini, pada 
dasarnya Abd al-Razid ingin menegeskan bahwa Islam tidak menentukan rezim 
tertentu, dan tidak memaksa umat Islam untuk mengikuti sistem tertentu dari 
pemerintahan yang ada, tetapi Islam memberikan kebebasan yang penuh untuk 
mengatur negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi dimana 
kita berada dengan pertimbangan penbangunan sosial kita butuhkan.
2
 
Hal ini, ketika dipertimbangkan faktor-faktor di atas, dinamika antara 
nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam sidang BPUPKI dapat diperkirakan 
sejak awal. Pada tangal 31 Mei 1945 Soepomo mengatakan bahwa tujuan umat 
Islam adalah mendirikan negara berdasarkan Islam, sementara nasionalis sekuler 
yang didukung oleh Muhammad Hatta mengusulkan bentuk negara Indonesia 
sebagai kesatuan nasional yang akan memisahkan negara dan agama. Seopomo 
kemudian mendukung gagasan Muhammad Hatta untuk mendirikan negara 
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 Faisal Ismail, Ideologi Hegomoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketatanegaraan Kreatif 
Islam dan Pancasila (Cet. I;  Yokyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 38-39. 
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kesatuan nasional di Indonesia, dengan alasan bahwa, membuat negara Islam di 
Indonesia dapat berarti kita tidak membuat negara kesatuan. Membuat negara 
Islam di Indonesia dapat berarti menbangun negara yang hanya terkait dengan 
kelompok terbesar, kelompok Islam. Jika Indonesia sebagai negara Islam, maka 
sudah pasti persoalan minoritas itu kemudian muncul, persoalan tentang 
kelompok-kelompok kecil agama, kelompok Kristen dan yang lainnya. Meskipun 
negara yang akan menjalin kepentingan-kepintingan kelompok lain sebaik 
mungkin, kelompok-kelompok kecil ini sudah tentu tidak dapat merasakan 
keterlibatannya dalam negara. Karena itu, cita-cita negara Islam tidak sesuai 
dengan cita-cita negara kesatuan yang kita dambakan bersama. 
Meskipun demikian, ia kemudian menegaskan bahwa, negara kesatuan 
nasional tidak berarti sebuah negara dengan karakter keagamaan. Tidak, negara 
kesatuan nasional ini, akan berlandaskan moral yang agung seperti juga yang di 
dukung oleh Islam, nasionalis Islam menolak dengan setegas-tegasnya gagasan 
dari nasionalis sekuler untuk kemudian membangun negara Indonesia dimana 
agama dan negara dipisahkan.
3
 
Peryataan nasionalis Islam adalah karena adanya tujuan untuk menerapkan 
syari’ah Islam secara efektif di segenap penjuru wilayah. Ki Bagus Hadikusumo 
adalah salah satu seorang wakil kelompok nasionalis Islam yang paling vokal 
dalam BPUPKI yang membela Islam sebagai dasar negara dan menolak nasionalis 
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 Faisal Ismail, Ideologi Hegomoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketatanegaraan Kreatif 
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sekuler untuk memisahkan negara dan agama. Ia berpendapat berdirinya negara 
yang berdasarkan Islam di Indonesia memungkinkan komunitas Muslim untuk 
menerapkan syari’ah Islam secara penuh. Kemudian K. H Ahmad Sanusi 
berpendapat bahwa dalam al-Qur’an tidak hanya mengatur urusan dunia namun 
juga urusan akhirat, ketetapan yang harus digunakan untuk mengatur negara dan 
agama. Dia menunjutkan bahwa hanya 600 dari 6000 ayat al-Qur’an yang 
berkaitan dengan kewajiban-kewajiban akhirat, sementara itu kebanyakan ayat al-
Qur’an berkaitan dengan politik dan persoalan-persoalan dunia. 
Pada sisi yang lain, nasionalis sekuler menolak seruan nasionalis Islam untuk 
mendirikan negara berdasarkan Islam di Indonesia. Soepomo, sebagai mana 
dituliskan diatas, secara tegas menolak gagasan pendirian negara Islam dalam 
Indonesia, sekalipun dia mengakui kesempurnaan ajaran Islam. Dia menjelaskan 
bahwa Indonesia tidak sama dengan negara-negara yang berdasarkan Islam seperti 
Arab Saudi, Iran, Mesir, karena Indonesia menpunyai karakter khusus dari segi 
penduduk, budaya, sejarah dan kondisi geografisnya.
4
 
B. Politik Islam dan Piagam Jakarta 
Dinamika antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler mengenai masalah 
landasan falsafah negara tetap tegan dan belum terselesaikan sampai Soekarno 
menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, di mana dia menawarkan 
Pancasila. Bahwa dalam Pancasila Soekarno, sila Ketuhanan diletakkan sebagai 
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sila kelima. Dengan demikian Soekarno tidak menjadikan sila Ketuhanan sebagai 
sumber moral bagi sila-sila yang lain. Lebih dari itu, bagi Soekarno Pancasila 
dapat disarikan menjadi Trisila, yakni: Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi dan 
Ketuhanan. Bahkan sila yang terakhir ini dapat diperas menjadi Ekasila dalam 
bentuk Gotong Royong. Dalam perasaan yang terakhir ini, sila Ketuhanan telah 
menghilang. Sudah barang tentu teori tipikal ini dipadang tidak masuk akal oleh 
setiap umat Islam yang sadar akan ajaran agamannya. Itulah sebabnya mereka 
berusaha melakukan modifikasi terhadap rumusan Pancasila Sukarno.
5
 
Setelah pidato bersejarah Soekarno, sebuah Komisi Kecil (juga dikenal 
sebagai Komisi Sembilan), dibentuk yang beranggotakan sembilan tokoh: 
Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebardjo, A. A. Maramis dan Muhammad 
Yamin, yang mewakili nasionalis sekuler, Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, 
Abikusno Tjokrosujoso dan Abdul Wahid Hasjim, mewakili nasionalis Islam. Hal 
yang penting dicacat disini, bahwa A. A. Maramis adalah satu-satunya orang 
Kristen dalam nasionalis sekuler, sementara yang lainnya adalah Islam. Para wakil 
dari nasionalis Islam dan nasionalis sekuler, setelah berdebat panjang dan seru, 
mengasilkan komporomi politik bersejarah, dalam bentuk yang oleh Yanin 
dinamakan Piagam Jakarta. Dalam Piagam ini, Pancasila versi Soekarno 
dirumuskan kembali sebagai berikut: 
                                                             
5
 Ahmad Syafii Maarif, Studi tentang Percaturan dan Konstitusi: Islam dan Masalah 
Kenegaraan (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1985), h.104-105. 
43 
 
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’ah Islam bagi pemeluk-
pemeluknya 
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
3. Persatuan Indonesia 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyaratan 
perwakilan 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia6  
Ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 oleh sembilan pemimpin yang 
tersebut di atas, Piagam Jakarta dimaksudkan sebagai rancangan Pembukaan UUD 
negara yang baru. Dari rumusan ini, jelas bahwa susunan prinsip-prinsip Pancasila 
yang baru dimodifikasi telah berubah. Pengaruh wakil-wakil nasionalis Islam 
dalam komisi tersebut sangat jelas. Ini dapat diliat dari kenyataan bahwa 
reformulasinya merefleksikan inti semangat doktrin Islam. 
Rumusan Pancasila yang baru ini sudah barang tentu memuaskan nasionalis 
Islam karena prinsip Ketuhanan ditempatkan pada urutan pertama dan diperluas 
dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syari’ah Islam bagi pemeluk-
pemeluknya. Kalimat yang Islam ini, umat Islam Indonesia memperoleh posisi 
efektif yang kemudian memungkinkan mereka untuk menerapkan syari’ah Islam 
bagi komunitasnya dalam negara Indonesia. 
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Dalam pandangan nasionalis Islam harus mendapatkan dasar konstitusi yang 
jelas sesuai dengan aspirasi umat politik dan agama umat Islam, karena “ 
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’ah Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” menurut pendapat umat Islam hanya akan diberlakukan  bagi umat 
Islam, dan tidak bagi agama yang lain, mereka merasa kalimat ini sesuai dengan 
ajaran Islam karena tidak akan melukai dan menggangu hak-hak agama yang lain, 
dengan kata lain, umat Islam tetap menjalankan atau melakukan ibadah dalam 
batas-batas toleransi agama terhadap agama yang lain, dengan tidak memaksakan 
keimanan  dan ajaran mereka pada yang lain.
7
 Posisi umat Islam Indonesa ketika 
itu dianggap sama dengan posisi Nabi Muhammad ketika dia menbangun 
komunitas Islam di Madinah. Ketika itu umat Islam sangat toleran terhadap semua 
kelompok agama seperti Yahudi dan Arab non –Muslim Arab di bawah naungan 
Piagam Madinah yang telah mereka sepakati.
8
 Sebagaimana Allah berfirman 
dalam QS Al-Baqarah/2: 256. 
                          
                       
Terjemahannya:  
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Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesunggunya telah jelas 
(berbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa 
ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah 
berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha 
mendengar, maha mengetahui.9 
 
Sementara itu, kalimat “ Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’ah 
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tetap menjadi cita-cita umat Islam, tetapi terkait 
dengan kaidah-kaidah penerapannya itu kemudian belum efektif. Pada saat itu 
nasonalis sekuler dari Kristen merasa keberatan. Pada tanggal 11 Juli 1945, 
Latuharhary seorang Kristen yang setia dari anggota BPUPKI, mengekspesikan 
keberatannya dengan mengatakan kalimat Islamis tersebut memberatkan agama-
agama yang lain. 
Piagam Jakarta adalah hasil dari kompromi politik atau antara nasionalis 
sekuler dan nasionalis Islam. karena itu, jika kalimat islamis dikeluarkan dari 
Piagam Jakarta tersebut tidak akan diterima oleh umat Islam. Dia juga membujuk 
kalangan Kristen seperti Latuharhary dan Maramis untuk menggorbankan 
keberatan mereka  demi persatuan bangsa, dengan menerima Piagam Jakarta. Pada 
tanggal 16 Juli 1945, Piagam Jakarta diterima secara bulat maka oleh nasionalis 
sekuler dan nasionalis Islam untuk digunakan sebagai rancang pembukaan UUD, 
bersama dengan rangcang batang tubuh UUD yang telah dirancan oleh komisi lain 
yang beranggotaan: Soepomo, Wongsonegoro, Soebardjo, Maranis dan Sukiman, 
penting menyebutkan di sini, bahwa kalimat “ Ketuhanan dengan kewajiban 
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menjalankan syari’ah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” juga diterapkan dalam 
pasal 29 dari rancangan batang tubuh UUD. 
Soekarno dan Hatta, atas nama rakyat Indonesia memproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Segera peristiwa 
bersejarah ini, PPKI (panitia persiapan kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk 
pada tanggal 7 Agustus 1945, dan diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta 
sebagai wakil ketuannya memulai tugas-tugasnya. Menjelang penbukaan sidang 
resmi pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan pengubahan 
rancangan perubahan UUD dan isinya, karena menerima keberatan yang keras atas 
kalimat ” Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’ah Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” dari nasionalis sekuler yang beragama Kristen dibagian Indonesia 
Timur. Mereka mengancam dari Republik Indonesia jika kalimat Ismamis tersebut 
tetap dipertahankan. Dalam mengadapi masalah yang serius ini,  Muhammad Hatta 
berinisiatif mengundang Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Kasman 
Singodimedjo dan Teuku Hasan dari Sumatra untuk mengadiri pertemuan 
perdahuluan guna menbahas masalah yang disebutkan di atas. Agar kita sebagai 
bangsa yang tidak terpecah belah, kita setuju untuk mengganti sebagian kalimat 
yang melukai perasaan dari nasionalis sekuler yang beragama Kristen dan 
mengantikannya dengan Ketuhanan yang Maha Esa. 
Mereka kemudian setuju untuk menbuang semua kalimat yang bersifat Islamis 
dalam perbukaan dan isi UUD. Perubahan fundamental isi UUD telah dilakukan. 
Pasal 29 berubah menjadi negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan 
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mengantikan ” Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’ah Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya”.10 
Sementara itu, Muhammad Hatta menyatakan pendapatnya kepada nasionalis 
Islam bahwa semangat Piagam Jakarta tidak bakalang hilang dengan 
dihapuskannya Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’ah Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya. Pangapusan kalimat Islamis yang dilakukan oleh nasionalis 
sekuler dimana nasionalis Islam merasa dikhianati. 
Sementara itu, Pancasila kemudian dijadikan sebagai dasar negara kesatuan, 
dalam hal ini, dimana Pancasila kemudian mengalami berbagai perubahan 
mengenai UUD. Dalam pembukaan UUD 1945 berlaku 18-08-1945 samapai 27-
12-1949, kedua, UUDS RIS (Republik Indonesia Serikat)  terdiri dari 16 negara 
bagian, hal yang paling penting untuk Republik Indonesia Serikat yang hanya 
memerintah sebagian Jawa dan Sumatra, dengan Ibu Kotanya yakni negara-negara 
Sumatra Timur, Sumatra Utara, Pasundan dan Indonesia Timur. UUDS baru ini 
kemudian mengasahkan Kabinet Parlementer. dalam Pembukaan UUDS sementara 
yang kemudian diberlakukan 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1995, RIS, Pada 
tanggal tangal 5 Juni 1959 UUD 1959 diganti dengan UUD 1945 yang kemudian 
diberlakukan secara tetap. Kenyataan ini menunjutkan bahwa Pancasila dalam 
UUD 1945 sebagai rumusan yang resmi, sementara itu, rumusan kedua Pancasila 
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dalam UUDS RIS tidak diakui, sekalian pun keduannya juga merupakan resmi 
pada masanya.  
Pada tahun 1949 Indonesia yang berdasarkan Pancasila mendapatkan 
perlawanan oleh umat Islam, seperti pemberontakan Darul Islam pada tahun 1950 
yang di pimpin oleh Kartosuwiryo, memberontak di Jawa Barat melawan 
pemerintahan Pusat. Resmi memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia, 
Kahar Muzakkar pada tahun 1952 di Sulawesi Selatan. Resmi memproklamirkan 
berdirnya negara Islam di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo dan Aceh dengan 
Daud Beeureueh pada tahun 1953 juga melawan pemerintah Pusat.
11
 
C. Peran politik Islam dan Pemilu 1955 
Pada tanggal 17 Nopember 1945 berdirilah Masyumi (Majelis Syura 
Muslimin Indonesia) sebagai satu-satunya politik bagi umat Islam Indonesia. 
Dalam anggaran dasar Masyumi dinyatakan bahwa partai baru itu bertujuan 
menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia dan agama Islam, dan melaksanakan 
cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.
12
  
Masyumi pada awal pembentukannya benar-benar merupakan massa kongkrit, 
seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Natsir salah seorang pemimpin partai 
ini, berpendapat bahwa Masyumi adalah rangka menyalurkan aspirasi politik umat 
Islam sebagai cerminan dari potensi yang sangat besar dan kongkrit, sementara itu, 
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Masyumi tebuka bagi semua umat Islam dan menerima keanggotaan baik secara 
kolektif maupun pribadi. Perjuangan utama partai Masyumi ialah terlaksananya 
ajaran Islam di dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan negara Rebuplik 
Indonesia, demi mendapatkan ridho Tuhan.
13
 
Segera sesudah peristiwa bersejarah ini banyak organisasi Muslim seperti 
Syarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdatul Ulama serta beberapa individu 
Muslim, secara antusias bergabung dengan Masyumi, sementara itu, persatuan 
politik umat Islam tidak berumur panjang, karena Syarikat Islam maupun 
Nahdlatul Ulama itu kemudian keluar dari barisan Masyumi, ini disebabkan 
karena ketidaksetujuan politik mereka terhadap para pemimpin-pemimpin 
Masyumi. 
Pada bulan  Juni 1947 dan bulan pada bulan April 1952, Syarikat Islam dan 
Najdlatul Ulama kemudian memproklamirkan diri sebagai partai politik yang 
terpisah dari Masyumi, sesudah penceraian politik ini, kemudian telah muncul 6 
partai yang giat bersaing dalam pemilihan pertama yang diselengarakan pada 
tanggal 29 September 1955, dengan hasil sebagai berikut: Masyumi memperoleh 
57 kursi (20,9 persen), NU memperoleh 45 kursi (18,4 persen), PSII memperoleh 8 
kursi (2,9 persen), Perti (Persatuan Tabiyah Islamiyah) memperoleh 4 kursi (1,3 
persen), PPTI (Partai Persatuan Tharikat Islam) mempeoleh 1 kursi (0,2 persen), 
AKUI (Aksi Kemenangan Umat Islam) mempeoleh 1 kursi (0,2 persen). Jumlah 
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kursi yang dimenangkan oleh eman partai Islam adalah 116 kursi (45 persen) dari 
kursi parlemen yang diperebutkan, sedangkan partai dari non-Islam sebagai 
berikut: PNI (Partai Nasional Indonesia)  memperoleh 57 kursi (22,3 persen), PKI 
(Partai Komunis Indonesia) memperoleh 39 kursi (16,4 persen), Parkindo (Partai 
Kristen Indonesia) memperoleh 8 kursi (2,6 persen), Partai Katolik memperoleh 6 
kursi (2,0 persen). Jumlah kursi yang diraih oleh setiap partai dalam Majelis 
Konstituante digandakan karena kersi di Parlemen dua kali lipat dari pada kursi di 
Majelis. 
Pada tahun 1955 yang kemudian dilaksanakan pada Kabinet Burhanuddin 
Harapan, dari Masyumi yang memperoleh 43,104,464 suara dari total penduduk 
77.987.879. dari jumlah penduduk yang berhak memilih. Berdasarkan hasil pemilu 
1955, tidak ada partai yang memenangkan sebagai mayoritas. Jadi, hasil pemilu 
1955 tidak memuaskan partai politik mana pun. Namun demikian, secera 
ideologis, kecenderungan politik utama di negara ini dapat diklasifikasi ke dalam 
tiga mainstren politik, pertama Islam, kedua Marxisme Sosialisme, ketiga 
Nasionalisme Sekuler. 
Sejauh yang menyangkut  peran politik Islam, hasil pemilihan umum 
memperlihatkan bahwa Islam sebagai kekuatan politik tidak dapat memperoleh 
separuh suara, apalagi mayoritas dari total jumlah kursi dari Parlemen yang 
diperebutkan, bahkan andai pun jumlah kursi yang dimenangkan Masyumi, NU, 
PSII, Perti, PPTI dan AKUI digabungkan bersama-sama. Diliat dari hasil pemilu 
1955, jelas bahwa kekuatan politik Islam baik di Parlemen dan Majelis Kostituante 
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kurang dominan, apalagi menentukan. Karena itu tidak mungkin bagi faksi 
nasionalis Islam berhasil memperjuangkan Islam sebagai dasar negara secara 
konstitusional. Namun demikian kemunduran ini tidak menyurutkan umat Islam 





                                                             
14
 Faisal Ismail, Ideologi Hegomoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketatanegaraan Kreatif 




PROSES PENERAPAN SYARIAH ISLAM DALAM  
 SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 
A. Pengaruh Syari’ah Islam dalam Pelaksanaan Ketatanegaraan Indonesia 
Berangkat dari isu pelaksanaan syari’ah yang semakin merebak di berbagai 
daerah di Indonesia seiring dengan semangat otonomi daerah yang memberi 
peluang setiap daerah untuk mengatur dirinya sendiri, maka pada sub masalah 
pertama ini penulis akan mengelaborasi  bagaiamana pengaruh kongkrit syari’ah 
Islam terhadap pelaksanaan tata negara Indonesia. 
Pada dekade 1980, beberapa oraganisasi radikal internalsional mulai tumbuh 
dan berkembang di Indonesia. Hizbut Tahrir yang didirikan di al-Quds Yerusalem, 
pada 1953, masuk ke Indonesia pada 1982-1983 dan menyebar gagasan 
khilafahnya ke berbagai kampus. Demikian pula, FKAWJ dibentuk di Solo pada 
14 Februari 1998, beberapa bulan menjelang lengsernya rezim Soeharto, dan 
dipimpin oleh Jafar Umar Thalib. Karakter utama forum ini adalah salafisme, yang 
menganjurkan pembacaan literal terhadap al-Qur’an dan hadits, serta menolak 
seluruh penafsiran independen maupun praktek-praktek tradisional. Beberapa 
bulan berikutnya muncul FPI sebagai sebuah organisasi pada 17 Agustus 1998, 
dengan ketua umum Habib Muhammad Rizieq Syihab, dan berkembang subur 
pada masa pemerintahan Presiden Habibi. FPI adalah organisasi tertutup dan telah 
menebarkan sejumlah jaringannya di berbagai wilayah Indonesia. Sebagaimana 




organisasi kemasyarakatan Islam yang terbentuk berdasarkan hasil Kongres 
Mujahidin I Indonesia untuk menegakan syari’ah Islam di Yogyakarta, pada awal 
Agustus 2000. Kongres ini mengasilakan Piagam Yogyakarta. Isi Piagam 
Yogyakarta antara lain menegaskan bahwa ummat Islam, sebagai penduduk 
mayoritas di Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban mengamalkan dan 
menegakkan syari’ah Islam, yang dipandang sebagai satu-satunya solusi terhadap 
semua krisis sosial politik dan kemanusiaan yang menimpa ummat Islam. Karena 
itu, para mujahidin dalam kongres tersebut sepakat menyatakan: Pertama, wajib 
hukumnya melaksanakan syari’ah Islam bagi ummat Islam di Indonesia dan dunia 
pada ummumnya. Kedua, menolak segala ideologi yang bertantangan dengan 
Islam yang berakibat syirik dan nifaq serta melanggar hak-hak asasi manusia. 
Ketiga, membangun satu kesatuan shof mujahidin yang kokoh kuat, baik di dalam 
negeri, regional maupun internasional (antar bangsa). Keempat, membentuk 
Majelis Mujahidin menuju terwujudnya Imamah (Khilafah) Kepemimpinan 
ummat Islam sedunia. Kelima, menyeru kaum Muslimin untuk menggerakkan 




Dari berbagai tekanan yang di perjuangan oleh beberapa organisasi Islam, 
semuanya menuntut penerapan syari’ah Islam yang murni untuk digunakan 
sebagai dasar dalam menata negara Indonesia. Dari tekanan-tekanan ini pula yang 
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pada akhirnya pemerintah melalui badan legislatif mengeluarkan UU Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sebelumnya telah mengalami 
beberapakali perubahan dengan tujuan agar pemerintah daerah mampu 
mengakomodir berbagai tekanan yang muncul akibat pengaruh gagasan Syari’ah 
Islam dengan menerbitkan Perda yang bernuansa Syari’ah. 
Seperti yang terjadi di daerah-daerah tertentu di Indonesia, sudah banyak yang 
menerbitkan Perda yang bernuansa Syari’ah. Dengan diterbitkannya Perda-Perda 
di berbagai daerah itu adalah gambaran sekaligus manifestasi dari pengaruh 
Syari’ah Islam baik dalam bentuk gagasan maupun tindakan oleh para 
pemeluknya. 
B. Kendala Penerapan Syari’ah Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 
Kendala dalam menerapkan syari’ah Islam di Indonesia bukanlah sesuatu 
yang kecil dan sepele di negeri ini. Hal ini terlihat dari tanggapan pesimis 
penentang keras penerapan syari’ah Islam di Indonesia, Ulil Abshar Abdallah 
dalam tulisannya yang berjudul Syari’ah Islam. 
Memang, dalam Islam, ide mengenai hukum itu kuat 
sekali. Dalam Islam ada sejarah pemikiran yang luar biasa 
kayanya berkaitan dengan masalah hukum. Dalam Islam ada 
suatu tradisi pemikiran hukum yang begitu kaya menyangkut 
semua aspek kehidupan manusia, menyangkut jual beli, 
kehidupan negara, kehidupan kesenian, dan kehidupan pribadi. 
Apalagi di negara yang masyarakatnya plural, tidak bisa diatur 
hanya dengan satu hukum agama saja. Hampir semua negara itu 
plural. Jarang ada negara yang komposisi demografisnya 
homogen mutlak. Watak kehidupan negara dalam masyarakat 
modern adalah plural. Anggaplah misalnya sebuah negara yang 
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90% atau bahkan 100% masyarakatnya beragama Islam. Tetapi 
hidup itu tidak statis. Orang Islam sendiri mempunyai 
pandangan berbeda-beda, mazhabnya berbeda-beda. Karena itu, 
kalau mau mengatur kehidupan, aturan mana yang mau dipakai: 
mazhab atau denominasi (dalam Kristen) mana yang mau 
dipakai. Karena itu, ide mengenai negara agama (baca negara 
yang menerapkan syari’ah) harus ditolak. Kalau umat Islam mau 
mengatur hidup mereka berdasarkan agama, itu hak mereka 
sendiri, tetapi tidak boleh meminta negara mengatur itu karena 
negara merupakan lembaga milik publik. Jadi, kalau agama mau 





Selain itu, respon kalangan Islam Liberal terhadap adanya upaya penerapan 
syari’ah Islam juga mengemukakan. Pertama, persoalan penerapan syari’ah Islam 
di Indonesia pada dasarnya adalah persoalan klasik menyangkut hubungan agama 
dan politik yang tidak pernah tuntas di negara Indonesia. Oleh karena itu, Islam 
liberal memandang perlu untuk memberikan pemikiran alternatif bagaimana 
mendudukan persoalan tersebut. Kedua, penerapan syari’ah Islam diusung oleh 
gerakan Islam militan dipandang membahayakan kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang secara objektif sangat pluralistik. Untuk itu, Islam Liberal hadir 
sebagai counter of balance terhadap kecenderungan tersebut. Ketiga, gerakan 
penerapan syari’ah Islam disadari atau tidak ternyata diikuti oleh penampilan 
wajah Islam yang tidak ramah dan humanis, melainkan menampilkan wajah Islam 
yang garang. Islam Liberal bermaksud untuk menunjukkan wajah Islam yang 
lebih ramah, inklusif dan humanis. Keempat, alasan yang paling penting 
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 Nur Rohim Yunus, Penerapan Syari’ah Islam Terhaadap Peraturan Daerah Dalam Sistem 
Hukum Nasional Indonesia, Hunafa, Studia Islamika 12, no. 2 (2015): h. 270-271. 
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menyangkut persoalan argumentasi yang dikembangkan oleh pendukung 
penerapan syari’ah Islam yang menurut Islam Liberal tidak saja lemah, tetapi juga 
bertentangan dengan semangat dasar Alquran dan sejarah Islam itu sendiri.
3
 
Sebagai kendala penerapan syari’ah Islam dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, sebagai berikut: 
1) Kendala internal, lemahnya pemahaman hukum Islam dalam 
masyarakat, fikih yang berkembang di masyarakat didominasi oleh 
fikih klasik yang harus didekonstruksi dan direkostruksi pemikiran-
pemikiran di dalamnya, terbatasnya pakar hukum islam dilembaga-
lembaga penentu kebijalan hukum nasional, terbatasnya sumber dana, 
dan daya untuk melakukan pengkajian syari’ah Islam, belum siapnya 
tokoh-tokoh agama menerima pembaharuan hukum Isalam, konflik 
antar Mazhab belum tuntas di lapisan bawah.  
2) Kendala eksternal, lemahnya orientasi hukum di dalam masyarakat, 
luasnya wilayah dan keberagamnya budaya masyarakat, masih 
berlakunya berbagai produk hukum kolonial, masih adanya image 
negatif terhadap syari’ah Islam, khusnya bagi warga non muslim, 
belum adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk 
memberlakukan syari’ah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, trauma 
masa lalu di beberapa daerah tentang pendirian negara Islam yang 
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berlandaskan syari’ah Islam, adanya upaya mempertahankan status 
quo tatanan hukum nasional seperti sekarang.
4
 
Namun, tak ada perjuangan yang sukses dengan mulus. Semakin hebat 
kendala seringkali semakin menunjukkan benarnya arah perjuangan, justru akan 
mengherankan jika penerapan syariah di Indonesia sepi dari kendala. 
C. Penerapan Syar’iah Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 
Di era baru dengan keterbukaan, kebebasan, dan keleluasan daerah 
mengekpersikan apirasi dan tuntutannya, semakin membuka kesempatan terhadap 
penerapan syari’ah Islam sesuai dengan semangat yang bergelora di setiap daerah, 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan asas desentralisasi dalam 
negara Indonesia mengacu pada satu konsep, upaya penerapan syari’ah Islam 
secara yuridis formal sangat perlu dipertimbangkan. Dari konteks sejarah dan 
keberlakuan beberapa Undang-Undang yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, 




Dalam persoalan ini, pakar hukum seperti Bustanul Arifin dan Ikhtiyanto 
mengenal adanya teori eksistensi syari’ah Islam yang dalam merumuskan keadaan 
sistem hukum Islam yang dulunya ada di Nusantara, teori tersebut menegaskan 
bawah syari’ah Islam telah memiliki keberadaan dalam sistem hukum nasional 
                                                             
4 Syamsuddin Rajab, Syari’ah Islam dalam Negara Hukum (Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Pres, 2011), h. 121. 
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baik dalam hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dalam berbagai lapangan 
kehidupan hukum dan praktek dengan wujud sebagai bagian intergal dari hukum 
nasional, atau sebagai wujud dari yang diakui keberadaanya, kekuatan serta diberi 
status sebagai hukum nasional. 
Hal yang termasuk dalam penerapan syari’ah Islam dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, sebagai berikut: 
1) Ibadah Zakat dengan terbitnya Udang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 
tentang pengelolahan Zakat. Dalam Undang-Undang ini, telah 
ditetapkan pola penyusunan kepengurusan BadanAmil Zakat (BAZ) 
atau lembanga Amil Zakat (LAZ), baik strukturnnya maupun unsur-
unsur yang harus dilibatkan di dalamnya.di dalamnya juga telah diatur 
sanksi-sanksi yang harus dijatuhkan kepada pengelola Zakat, baik 
BAZ maupun LAZ yang melanggar aturan. Ketentuan ini setidaknya 
akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada BAZ dan LAZ, 
yang harus bekerja baik. 
2) Ibadah Haji sejak tahun 1950 pemerintah telah lebih aktif terlibat 
dalam penyelenggaraan Haji Indonesia (PHI) dibentuk dan diberi 
kuasa oleh pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah Haji. Selain 
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3)  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947, tentang perkawinan, atau 
disingkat sebagai Undang-Undang Perkawinan. 
4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947, tentang Peradilan agama.7 
Dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, syari’ah Islam 
berlaku dalam masalah perkawinan dan kewarisan. yang banyak dipersoalkan ialah  
hukum perkawinan Islam, jika dikairkan dengan Undang-Undang perkawinan 
nasional. Sebenarnya, sejak 1950 kemudian telah dibentuk panitia khusus yang 
bertugas menyusun suatu rangcangan Undang-Undang perkawinan nasional yang 
berlaku untuk semua masyarakat Indonesia, tanpa menbedakan agamanya. 
Berdasarkan permintaan Umat Islam dan berbagai pihak, panitia tersebut 
meninggalkan rencana kemudian muncullah RUU baru yang terpisah untuk 
masing-masing golongan agama. Pada bulan Maret 1954, panitia dapat 
menyelesaikan kerjanya untuk golongan Islam dan RUU. baru dibicarakan dalam 
DPR pada tahun 1958.
8
 Sementara itu, hukum perkawinan bagi umat Islam 
ditangani sepenunya oleh pengadilan agama. Walaupun demikian, pada mulanya 
pengadilan agama tidak sepenuhnya memilik otoritas dalam hal ini, karena 
putusan-putusannya mengenai perkawinan nanti dapat berlaku secara resmi setelah 
memperoleh pengukuhan dari pengadilan agama negeri. Hal ini kemudian diatur 
dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang perkawinan, dan pasal 36 yang terkait 
peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1974. Undang-Undang tersebut sudah jelas 
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memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menerapkan syari’ah Islam sesuai 
dengan  jiwa 29 UUD 1994. Status pengadilan agama pun semakin kuat sebagai 
lembaga yang setara dengan peradilan umum, peradilan meliter, peradilan tata 
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A.  Kesimpulan 
1. Pemerintah melalui badan legislatif mengeluarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, maka dengan diterbitkannya 
perda-perda di berbagai daerah itu adalah gambaran sekaligus manifestasi dari 
pengaruh Syari’ah Islam baik dalam bentuk gagasan maupun tindakan oleh 
para pemeluknya. 
2. Masih buruknya image syari’ah Islam dimata masyarakat disebabkan 
pengaruh politik hukum Belanda yang masih membekas dan konflik akar 
rumput antara sesama umat Islam juga menjadi kendala terutama soal 
perbedaaan mazhab yang dianut masing-masing kubu. Maka dari itu, Semakin 
hebat kendala seringkali semakin menunjukkan benarnya arah perjuangan, 
justru akan mengherankan jika penerapan syari’ah di Indonesia sepi dari 
kendala. 
3. Dengan diluarkannya Udang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat, 
Ibadah Haji pada tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang 









B. Implikasi Penelitian 
Saran yang diberikan dalam penulisan ini, bagi pembaca terkhususnya 
penulis sendiri adalah: 
Syari’ah Islam adalah hukum yang berasal dari al Qur’an oleh karena baik 
untuk diterapkan, baik sebagai sumber hukum maupun produk hukum. Tidak 
hanya itu, dalam penerapannya diharapkan dapat menjawab berbagai problem 
permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat. selain itu, dengan berlakunya 
syari’ah Islam diharapkan juga dapat menjadi alternatif dari berbagai produk 
hukum yang selama ini dianggap berpihak pada kepentingan kelompok tertentu 
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